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ABSTRAK

Welni Elia Fifin, (2021) :  Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau
Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
Ditinjau Dalam Perspektif Figh Siyasah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pasal 1 ayat 12 undang-undang desa
nomor 6 tahun 2014 mengenai pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan
produksi tani desa Lubuk Bigau tahun 2020. Permasalahan dalam skripsi ini
adalah mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak melakukan pelatihan
Life Skill terhadap petani desa Lubuk Bigau, bagaimana pemberdayaan
masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau berdasarkan
pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dan bagaimana tinjauan
figh siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani
desa Lubuk Bigau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat tidak melakukan pelatihan Life Skill terhadap petani desa
Lubuk Bigau, untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan
produksi tani Desa Lubuk Bigau berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa
nomor 6 tahun 2014 dan untuk mengetahui tinjauan figh siyasah terhadap
pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field reseach) yang langsung
dilaksanakan di lapangan. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat
Deskriptif Kualitatif. Populasi nya adalah 13 orang pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa Lubuk Bigau, 1 orang Kepala Desa, 1 orang
Sekretaris Desa, 2 orang Kasi, dan 2 orang Kaur Desa Lubuk Bigau dan 85 orang
petani desa Lubuk Bigau sedangkan sampel nya adalah 2 orang pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris
Desa, 1 orang Kasi, 2 orang Kaur, dan 2 orang petani yang berkaitan dengan
penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya penambahan pengetahuan
yang di lakukan LPM kepada masyarakat desa Lubuk Bigau dalam bidang
peningkatan produksi tani disebabkab karena program kerja LPM dan Pemerintah
desa pada tahun 2020 mengenai jangka panjang seperti kopi hanya terfokus
bagaimana penanamannya dan kenapa tidak dilakukan penyuluhan tentang cara
penanaman karena itu masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu.
Pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani Desa Lubuk Bigau
berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 bahwa
kegiatan yang dilakukan oleh LPM telah sesuai malaupun dalam pelaksanaannya
belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan figh
siyasah terhadap pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani
desa Lubuk Bigau bahwa program yang sudah terlaksana oleh LPM tahun 2020
sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang mana program tersebut
juga berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Namun perlu ada juga
perbaikan dalam kekurangan-kerungan pelaksanaannya.



ABSTRACT

Welni Elia Fifin, (2021) : Implementation of Community Empowerment in
the Field of Increasing Farmer Production in
Lubuk Bigau Village in 2020 Based on Article 1
Paragraph 12 of the Village Law Number 6 of
2014 Viewed from the Perspective of Figh Siyasah

The background of the writing of this thesis is article 1 paragraph 12 of
the village law number 6 of 2014 concerning community empowerment in the field
of increasing farmer production in Lubuk Bigau village in 2020. The problem in
this thesis is why the Community Empowerment Institute does not conduct Life
Skill training for farmers in Lubuk Bigau village, how to do this community
empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village
based on article 1 paragraph 12 of the village law number 6 of 2014 and how to
review siyasah figh on community empowerment in the field of increasing farmer
production in Lubuk Bigau village. The purpose of this study was to find out why
the Community Empowerment Institute did not conduct Life Skill training for
farmers in Lubuk Bigau village, to find out community empowerment in the field
of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village based on article 1
paragraph 12 of village law number 6 of 2014 and to find out figh reviews. siyasa
on community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk
Bigau Village.

This research is in the form of field research which is carried out directly
in the field. Meanwhile, judging from the nature of this research is descriptive
qualitative. The population is 13 administrators of the Lubuk Bigau Village
Community Empowerment Institute, 1 Village Head, 1 Village Secretary, 2 Kasi,
and 2 Lubuk Bigau Village Heads and 85 Lubuk Bigau Village farmers while the
sample is 2 Empowerment Institution administrators. The community, 1 Village
Head, 1 Village Secretary, 1 Kasi, 2 Kaur, and 2 farmers related to the research.

The result of this research is that there is no additional knowledge that is
carried out by LPM to the Lubuk Bigau village community in the field of
increasing agricultural production because the LPM and village government
work programs in 2020 regarding long-term coffee such as coffee only focus on
how to grow it and why not counseling about how to grow it. planting because of
that people are no longer layman about it. Community empowerment in the field
of increasing farmer production in Lubuk Bigau Village based on article 1
paragraph 12 of the village law number 6 of 2014 that the activities carried out
by LPM are appropriate even though in their implementation they are not
optimally able to improve the welfare of the community. A review of figh siyasah
on community empowerment in the field of increasing farmer production in Lubuk
Bigau village that the program that has been implemented by LPM in 2020 has
provided benefits to the community which is also based on the aspirations and
desires of the community. However, there is also a need for improvement in its
implementation deficiencies.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan = masyarakat adalah  proses melaksanakan
pembangunan. Bahkan merupakan upaya sadar masyarakat dan
pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan
menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, dukungan
pemerintah, dan dukungan dari organisasi/lembaga nasional dan
internasional.

Untuk  mewujudkan  pemberdayaan, kesejahteraan, dan
kemandirian masyarakat, perlu didukung pengelolaan pembangunan yang
partisipatif. Dalam tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan
yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, sedangkan dalam
tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan
peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
untuk kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai
pemberdayaan manusia yang merupakan salah satu bentuk pembangunan
yang tujuan utamanya adalah mengembangkan dan meningkatkan

kemampuan, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan

15-16.

! Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2006), him.



sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, ekonomi dan
bisnis. pembangunan, Kesehatan, semangat, dan lainnya.’
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12
bahwa:
“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Upaya Pemberdayaan Masyarakat yang di perlukan adalah
program-program yang mampu membentuk dan mengubah perilaku
masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Pembentukan dan
perubahan tingkah laku, baik dalam bidang kehidupan manusia, yaitu
dalam segala aspek kehidupan manusia. Dimensi sosial mencakup rentang
kesejahteraan dari materi sampai non materi. Dimensi waktu dan kualitas
adalah jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kapasitas
dan kualitas layanannya, dan dimensi sasarannya dapat menjangkau semua
lapisan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah
memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk dapat
menggali potensinya dan berani bertindak untuk meningkatkan kualitas
hidupnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga sosial yang

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah menampung aspirasi dan

“Muhi, Fenomena Pembangunan Desa, him. 4-5, dalam
http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-
DESA.pdf. Diakses pada 26 Juni 2021, pukul 09. 41 WIB.

® Undang-Undang R1 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan desa. Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat dibentuk disetiap desa dengan Peraturan Desa,
sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih
dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan
dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan kenyataan yang ada banyak dari masyarakat desa
Lubuk Bigau yang bekerja sebagai petani sehingga mereka tidak
mempunyai keahlian/keterampilan yang memungkinkan untuk bekerja
pada tingkatan yang lebih tinggi. Karena hal tersebut banyaknya
masyarakat di desa Lubuk Bigau yang hanya mengandalkan kekuatan
fisiknya dalam bekerja.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan,
diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh
petani di desa Lubuk Bigau. Hal ini terlihat dari beberapa hal:

1. Kurangnya kebijakan terkait program pemberdayaan masyarakat di
bidang peningkatan produksi pertanian.
Misalnya pembentukan kelompok tani hanya formalitas karena sudah
lama tidak ada kegiatan di sana atau bisa dikatakan kelompok tani
sudah tidak aktif atau hiatus.

2. Belum adanya sekolah lapang pertanian yang sebenarnya sebagai
wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usaha

taninya.



Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam memberdayakan
masyarakat dalam bidang peningkatan produksi pertanian. Hal ini
dibuktikan dengan beberapa hal:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang memiliki kesadaran akan
potensi yang dimiliki masyarakat dan pembentukan perilaku sadar.
Disebabkan pemerintah desa kurang memberikan pembinaan kepada
masyarakat di bidang peningkatan produksi tani.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum meningkatkan kemampuan
inovasi dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan sektor
pertanian. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
dalam membantu memasarkan produknya.

Oleh sebab itu dalam hal inilah penulis tertarik mengadakan
penelitian lebih dalam mengenai hal ini, yang akan dituangkan dalam
sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

PENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN

2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG

DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF

FIQH SIYASAH”

. Batasan Masalah

Pembatasan Masalah ini akan terfokus pada pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk



Bigau tahun 2020 berdasarkan pasal 1 ayat 12 undang-undang desa nomor

6 tahun 2014 dan bagaimana tinjauan Figh Siyasah terhadap pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan produksi tani desa Lubuk

Bigau tahun 2020.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Melakukan
Pelatihan Life Skill Terhadap Petani Desa Lubuk Bigau ?

2. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi
Tani Desa Lubuk Bigau Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang
Desa Nomor 6 Tahun 2014 ?

3. Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mengetahui Mengapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Tidak Melakukan Pelatihan Life Skill Terhadap Petani Desa Lubuk
Bigau.

b. Untuk  Mengetahui  Pemberdayaan = Masyarakat Bidang
Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Berdasarkan Pasal

1 Ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.



c. Untuk Mengetahui Tinjauan Figh SiyasahTerhadap Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk
Bigau.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum (S1 / Strata Satu) pada Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

b. Bagi penulis penelitian dapat berguna untuk menerapkan serta
mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama
mengikuti perkuliahan.

c. Sebagai bahan informasi dari pihak yang berkepentingan terutama
pada pihak Pemerintahan Desa Lubuk Bigau untuk lebih
meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan

produksi tani.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis
1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat
luas agar mereka memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan

mengendalikan lingkungannya guna memenuhi keinginannya.*

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang
tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan guna meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik
dan sejahtera. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya

memampukan dan memandirikan masyarakat.

Islam melalui al-Qur'an tidak hanya membahas aspek ibadah,
tetapi juga membahas berbagai masalah ekonomi, kesehatan, dan
sosial. Islam telah mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan

kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat agar tercapai

* Totok Mardikanto, Poerwoko Soebinto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif
Kebijakan Publik Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 28.
> 1bid, him. 30



kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan. Oleh karena itu, tidak
berlebihan jika Islam juga dikatakan sebagai agama pemberdayaan,
yang berupaya memberdayakan umatnya agar mampu menjalani

kehidupan yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhawi.®

Menurut Istigomah dalam Journal of Islamic Community
Development, pemberdayaan merupakan pembelajaran  bagi
masyarakat agar dapat secara mandiri melakukan upaya peningkatan
kualitas hidupnya baik menyangkut kesejahteraan maupun

keselamatannya di akhirat.’

Menurut Agus Efendi, ada 3 tempat untuk pemberdayaan yang
mendesak. Pertama, pemberdayaan dalam dimensi spiritual.
Pemberdayaan sangat diperlukan karena degradasi moral masyarakat
Islam saat ini sangat memprihatinkan. Kepribadian umat Islam,
khususnya generasi muda, begitu mudah terpengaruh oleh budaya

negatif Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini dapat dilihat betapa
umat Islam di Indonesia terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keadaan ini
juga diperparah dengan orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai

dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi yang

® Dian Iskandar Jaelani, “Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebagai
Upaya dan Strategi)”. Jurnal Eksyar, Vol. 01 No. 10 (2014), him. 18.

! Matthoriq, Suryadi, Mochamad Rozikin “Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), VVol. 02 No. 03, him. 427.



lebih berorientasi pada bisnis, lembaga pendidikan dijadikan arena
bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan
intelektual sebagai perjuangan besar dari mengembalikan orientasi

pendidikan kepada pengembangan intelektual.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa
kemiskinan dan Kketerbelakangan telah menjadi identik dengan
mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk mengatasinya
tentunya ada pada masyarakat itu sendiri, mulai dari sistem ekonomi
yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintah dalam
membuat kebijakan ekonomi serta kemauan dan kemampuan

masyarakat itu sendiri..?
b. Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada pasal 2 yaitu,

a. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
b. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan musyawarah
mufakat dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan

Desa.’

® Dian Iskandar Jaelani, “Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebagai
Upaya dan Strategi)”. Jurnal Eksyar, Vol. 01 No. 01 (2014), him. 19.

® Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa
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Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 antara lain Rukun
Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,

Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.®

Pada pasal 4 dijelaskan maksud dari Lembaga Kemasyarakatn

yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan
masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

2. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi
swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen

yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat.™

Pada pasal 11 dijelaskan mengenai kepengurusan Lembaga

Kemasyarakatan yaitu:

1. Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa seksi sesuai

dengan kebutuhan.

19 pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa

' pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa
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2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah
dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan
dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

Dan masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Sesuai
dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

Nomor 11 Tahun 2007."
c. Tugas dan Fungsi LPM dalam Perundang-Undangan

Kelembagaan masyarakat desa berfungsi sebagai wadah
partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan,
kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah pada terwujudnya
demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta
menciptakan akses agar masyarakat berperan aktif dalam kegiatan

pembangunan.™

12 pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa

13 Daniel Bender, “DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using
Custom Annotations,” ACM International Conference Proceeding Series 18-April-2, no. 1 (2016):
45-54, https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.
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Lembaga kemasyarakatan desa  bertugas = membantu
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di samping meningkatkan

pelayanan masyarakat desa.™*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2007
tentang Lembaga Pemberdayaan Manusia, menyatakan Tugas dan

Fungsi LPM adalah sebagai berikut:
Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD):

a. Menyusun rencana pembangunan partisipatif.

b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat,
gotong royong dan swadaya.

d. Menumbuhkan dan mengembangkan kondisi masyarakat yang
dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

e. Mengkoordinir aspirasi masyarakat sebagai masukan bagi Forum
Musyawarah dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan

Desa..®

14 pasal 94 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

15 pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa
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Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD):

f.

g.

Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan.

Menumbuhkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat.

Perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil
pembangunan secara partisipatif.

Pengembangan dan penggerak inisiatif, partisipasi, dan swadaya
masyarakat.

Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pemberdayaan hak politik rakyat.*

2. Teori Figh Siyasah

a. Pengertian Figh Siyasah (Siyasah Syar iyah)

Figh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua

kata bahasa Arab, yaitu kata figh dan kata siyasah. Secara etimologis,

figh adalah pengertian. Sedangkan figh secara terminologi adalah

pengetahuan hukum syar'i tentang perbuatan (praktis) yang diperoleh

dari dalil-dalil tafshili (rinci), yaitu hukum-hukum khusus yang

1° pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa



14

diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi figh adalah ilmu hukum
Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh

para mujtahid melalui penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus
Lisan al-Arab berarti memerintah, mengatur dan memerintah. Jadi
siyasah secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu mengatur,
mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan
dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab yang
dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin

sesuatu dengan cara yang mengarah kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Figh Siyasah
adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut urusan rakyat
dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan
yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan asas-

asasnya. ajaran syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.*’

Menurut Prof. Ahmad Sukardja, dalam Thematic Encyclopedia
of the Islamic World, ajaran figh siyasah merupakan salah satu disiplin
ilmu yang menyangkut pengaturan kepentingan umat manusia pada

umumnya dan negara pada khususnya, berupa undang-undang,

v Wahyu Abdul Jafar, “FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR * AN DAN AL -HADIST
Wahyu Abdul Jafar Dosen Syariah IAIN Bengkulu Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,” AL-
IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 18-28,
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id.
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peraturan perundang-undangan. dan Kkebijakan yang dibuat oleh

pemegang kekuasaan yang berlandaskan ajaran Islam.

Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga
sebagai hukum tata negara yang berdasarkan ajaran Islam, ujar Prof
Sukardja. Dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang bermakna
petunjuk dan pedoman hidup dan tata nilai etika tentang cara hidup

bermasyarakat dan bernegara.

Secara etimologis, siyasah syar'iyyah dapat diartikan sebagai
peraturan atau politik syar'i, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang
sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan

Rasul-Nya.

Abdurrahman Taj berpendapat bahwa setiap orang atau bangsa
di berbagai belahan dunia mungkin memiliki kebijakan dan hukum
tertentu sesuai dengan adat istiadat, tatanan kehidupan, dan tingkat

kemajuannya.

Menurutnya, yang dimaksud dengan siyasah syar'iyyah adalah
sebutan bagi hukum yang digunakan untuk mengatur aparatur negara
dan urusan masyarakat yang sejalan dengan semangat dan prinsip-
prinsip dasar syariat universal dalam rangka mewujudkan cita-cita
masyarakat, meskipun hal ini tidak ditunjukkan oleh teks-teks tafsili

(terperinci) dan juz'i (khusus), baik dalam al-Qur'an maupun sunnabh..



16

Menurut Ibnu Agil, ahli figh dari Bagdad, siyasah syar'iyyah
adalah perbuatan yang praktis mendekatkan manusia kepada
kemaslahatan dan menghindari kerusakan, meskipun Nabi Muhammad

sendiri tidak merincinya dan tidak turun wahyu tentangnya.*®

Menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di

atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar’iyyah, yaitu :

a. Bahwa Siyasah Syar’iyyah berhubungan dengan pengurusan
dan pengaturan kehidupan manusia.

b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang
kekuasaan (ulu al-amr).

c. Tujuan Pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan
kemaslahatan dan menolak kemudharatan (Jalb al-mashalih wa
daf al-mafasid).

d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau
semangat syariat Islam yang universal.*®

b. Kaidah-Kaidah Figh Siyasah (Qawaid Fighiyah)
Qawaid fighiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu gawaid dan
fighiyah. Qawaid adalah bentuk jama™ dari kata gaidah yang secara

etimologi berarti dasar atau fondasi. Jadi gawaid berarti dasar-dasar

® Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), him 3-4.
1 Muhammad Igbal, Figh siyasah Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam, ...him. 6
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sesuatu.?’ Sedangkan fighiyah berasal dari kata figh yang ditambah “ya
nisbah”, gunanya menunjukkan jenis. Sedangkan secara etimologi,
kata figh berasal dari kata fighan yang merupakan mashdar dari fi'il
madhi fagiha yang berarti paham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
gawaid fighiyah merupakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, yang
meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui
sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya.?

Dalam literatur hukum Islam, kaidah-kaidah figih memiliki
kedudukan sangat penting. Bahkan bisa lebih penting dari madzhab
figih itu sendiri. Karena kaidah-kaidah figih ini akan diterima dan
diterapkan oleh berbagai madzhab, sedangkan madzhab figih tertentu
hanya akan diterapkan oleh kebanyakan para pendukung madzhab
tersebut saja.

Kaidah figih yang erat kaitannya dengan pemerintahan ketika
dilihat dari sudut pandang cakupannya yang luas adalah kaidah figih

Rty o fa el o ol G

Artinya: “Tindakan Pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya
harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.
Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya,

20 Al-Raghib al-Asfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, (Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabi, 1961), him. 409.

*! Toha Andiko, “PEMBERDAYAAN QAWA " ID FIQHIYYAH DALAM PENYELESAIAN
MASALAH-MASALAH,” AL-’ADALAH XlI, no. 1 (2014): 103-18, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id.

?? Zainal Abidin Ibnu Nujaim, “Al-Asybah Wa Al-Nazair,” in 1 (Dar al-Kutub al-1imiyah,

1980), 123.
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mengingat tindakan dan kebijakan yang diambil oleh seorang
pemimpin itu harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan
untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan hanya untuk
kepentingan dirinya pribadi.?®

Bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam atau
pemimpin terhadap orang yang berada dibawah kepemimpinannya
harus mengacu kepada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik
berupa manfaat duniawi maupun akhirat.
Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

il {pa G5 4 i Ao Dl (e SLaYT A 3

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali

terhadap anak yatim”.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar
bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu

Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra’ bin Azib.

REURCRG T e R PR TS PR Jch v |
Cagiail) COIRALNAN G 45337 ST aNal g A

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti

kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku

mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan

28 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Figih, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, him. 61.
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apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri

padanya)”. 2

Kaidah ini merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam
syafi’i. Imam syafi’i berpendapat bahwa sesungguhnya kedudukan
seorang pemimpin  dalam  sebuah kepemerintahan adalah

berkedudukan sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat
sebagai pemimpin rakyat atau umat islam yang memiliki hak penuh
terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa
rakyatnya kepada ke damaian dan kesejahteraan ataukah dibawa

kepada kehancuran.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh
ternadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban
membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus

menimbulkan kemaslahatan.

Pemimpin merupakan orang yang penting dalam sebuah
perkumpulan, jika tidak ada pemimpin maka perkumpulan tidak aka
berjalan dengan baik. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh
oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau

menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada

62.

24 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah IImu Figh, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-I1l hlm. 61-
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kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau
kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang
baik yang membawa kebaikan kepada yang dipimpinnya. Kalau
presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi

rakyatnya.®

Begitu juga dengan pemerintahan di desa seperti kepala Desa,
LPM Desa, dan perangkat desa yang lainnya merupakah suatu
pemimpin atau orang dianggap penting di dalam desa untuk
menggerakkan pembangunan desa atau orang yang diamanahkan

untuk membawa perubahan kepada desa.

Kaidah kedua yang berkaitan adalah
26- - . Nj- o N
D= ¥5 5=y

Artinya: “Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri

Sendiri Ataupun Orang Lain”.

Kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi
Shalallahu ‘alaihi wa salam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya:

Ha¥s Hia

.

2 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang
Praktis, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4, hal. 148.

26 7ainal Abidin Ibnu Nujaim, “Al-Asybah Wa Al-Nazair,” in 1 (Dar al-Kutub al-limiyah,
1980), 85.
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“Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri

Ataupun Orang Lain”. 2

Dari sini dapat di ketahui bahwa melakukan sesuatu yang
membahayakan itu dilarang di dalam syari’at Islam. Maka, tidak halal
bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan
dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik

berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar.?®

Begitu juga dalam sistem pemerintahan di desa bahwa
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas yang mana salah
satunya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang
tentunya untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk membahayakan
masyarakat itu sendiri. Karena sejatinya pemimpin yang baik adalah
pemimpin yang peduli dan berusaha melakukan yang terbaik akan

kehidupan orang yang dipimpinnya.

Sebagai seorang pemimpin juga harus memiliki sikap adil.
Adil kepada orang yang dipimpinnya. Dengan sikap adilnya seorang
pemimpin kepada rakyatnya maka disitulah terdapat kepercayaan
rakyat kepada pemimpinnya. sebagaimana maksud yang disampaikan

dalam kaidah berikut,

27 “Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan | Almanhaj,”
accessed September 27, 2021, https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-

sesuatu-yang-membahayakan.html.
% 1bid.
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“Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Sesuatu Dan Al-Fadhl

(Tambahan) Itu Sunnah”.

Maksud dari kaidah diatas adalah pemerintah wajib menjamin
kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan wajib
menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Setelah kebutuhan dasar
tersebut terlaksana baru kemudian melaksanakan kebutuhan tambahan
seperti taman rekreasi, jalan tol, dan lain-lain. Seperti itu juga di
dalam pemerintahan desa yang mana LPM melakukan hal, berupa
keadilan terhadap masyarakat yang mana keadilan itu hal penting dan
mendasar dalam Islam karena kalau dalam memberdayakan
masyarakat tidak adil maka apa yang diinginkan itu tidak akan
terwujud dan tidak bisa dicapai sesuai keinginan. untuk dilakukan
terlebih dahulu kepada masyarakat setelah yang wajib atau yang
penting itu terlaksanakan baru yang sunnah. Melakukan yang

dianggap penting untuk dilakukan terlebih dahulu.

Keadilan ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firmannya

dalam surah An-Nisa’ ayat 58 dibawah ini,
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Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha melihat”. 2
Dan juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-
Hujurat ayat 9 :

P
- o
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Artinya: “Dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah

mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.*°

Sikap adil adalah pangkal dari segala keutamaan seperti yang
diungkapkan oleh At-Tabrizi; Dalam mengemban amanah dan
menjalankan pemerintahan, pemimpin yang mendapat kepercayaan

rakyat harus mengedepankan prinsip keadilan. Sebab, berbuat adil

?° Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul

‘Ali-ART, 2017), him. 87.

*% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul

‘Ali-ART, 2017), him. 516.
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adalah pangkal segala keutamaan. Terwujudnya keadilan dalam

masyarakat akan menciptakan stabilitas nasional.®*

Bahwa pemerintah dalam hal ini sesuai dengan kaidah di atas
memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam berbagai
aspek berkaitan dengan penelitian ini pemerintah juga memilki
kewajiban menegakkan keadilan dibidang ekonomi. Keadilan
dibidang ekonomi seperti pemerintah membantu petani dalam bidang
pembibitan, pencarian modal, teknik penanaman yang baik dan benar,
hasil panen, bagaimana pemerintah membantu pengolahan pasca
panen dari bahan mentah sampai layak jual dengan nilai yang lebih

baik.
c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Figh Siyasah

Islam telah memberikan pedoman mendasar mengenai cara
pandang manusia terhadap tanah atau alam. Di dalam al-Qur’an
banyak sekali disebutkan mengenai alam yang bertasbih kepada Allah.

Seperti dalam Surah Al-Isra’: 44

31 “Keadilan Dan Kesejahteraan Tugas Pemimpin Menurut Islam | Republika Online,”
accessed September 28, 2021, https://www.republika.co.id/berita/q9knim320/keadilan-dan-
kesejahteraan-tugas-pemimpin-menurut-islam.
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Artinya: “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya
bertasbih kepada Allah. dan tak ada suatupun melainkan bertashih
dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih
mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

» 32
Pengampun”.

Dalam Islam, pada dasarnya kepemilikan atas tanah dan harta
benda lain setelah diberikan oleh Allah kepada makhluknya,
selanjutnya akan menjadi hak pribadi. Mengenai perihal kepemilikan
tanah tersebut, di dalam al-Qur’an tidak menjelaskannya secara
komplit, namun hanya menetapkan hak manusia untuk mengelola,

menanami dan memiliki hasil produksinya.®

Ada pun hak-hak atas tanah fikih membaginya ke dalam dua

macam:

1. Tanah yang dapat dimiliki oleh pribadi (hagqu al-tamlik)

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul
‘Ali-ART, 2017), him. 286.

%% Abdul Jalil, dkk., Fikih Rakyat: Pertautan Fikih dengan Kekuasaan, (Yogjakarta:
LKiS, 2000), him. 43.



26

2. Tanah-tanah yang diatur oleh pemerintah untuk kepentingan

umum, yang disebut dengan al-Hima.

Pada masa Nabi Muhammad, kebijakan pembagian tanah dari
tanah-tanah terlantar juga dilaksanakan, dan penetapan tanah untuk
kepentingan umum dilaksanakan. Misalnya, ketika RasulullahSAW
membagikan tanah kepada Zubair RA sebagaimana hadits yang
disampaikan dari Asma binti Abu Bakar RA bahwa Rasulullah telah
memberikan sebidang tanah kepada Az-Zubair RA di Khaibar, yang di
dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma. Begitu juga dengan
Abu Tsalabah al-Khusyani RA, Rasulullah SAW memberikan tanah

kepadanya dengan menyertakan surat kapling tanah.

Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam.
Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap pemimpin
Bani Hanifah, Mujja'ah Al-Yamamah. Kepadanya Rasulullah menulis

surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang ditulis oleh
Muhammad Rasulullah kepada Mujja‘'ah bin Murarah bin Sulma.
Sungguh, aku telah memberikan kepadamu sebidang tanah di daerah
Ghaurah, Ghurabah dan Hubul. Siapa pun yang mempertanyakan

masalah ini kepada mu, maka datanglah ke hadapanku.”
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Melalui riwayat-riwayat tersebut, berarti telah menunjukkan
bahwa Rasulullah SAW mengambil tindakan terhadap kondisi kaum
muslimin yang tidak memiliki tanah dengan memberinya tanah,
sehingga dengan tanah itu mereka dapat hidup dan mengolahnya untuk

kehidupan mereka.

Selain membagikan tanah untuk kemudian menjadi milik pihak
yang diberikan, Nabi Muhammad juga melakukan kebijakan mengenai
tanah terlarang (Hima) untuk kepentingan umum. Rasulullah
menempatkan dia di atas air, padang rumput, dan api. Ketiganya
merupakan sumber publik atau sumber penghidupan bagi banyak
orang, dimana setiap orang berhak atasnya. Oleh karena itu, Rasulullah
melarang privatisasi ketiganya, dengan alasan agar banyak orang tidak
dirugikan. Kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW dilanjutkan oleh para penerusnya terutama para
sahabat dan khalifah seperti; Abu Bakar ra, Umar bin Khattab ra,

Utsman bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib ra.**

Berdasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW sebenarnya sudah tergambar bagaimana
pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat. Nabi Muhammad
Saw selalu mementingkan kepentingan umatnya dalam segala bidang

begitu juga dalam bidang pertanian. Nabi memberikan tanah kepada

** “Islam Dan Agraria: Belajar Dari Perjuangan Nabi Muhammad SAW - Serikat Petani
Indonesia,” accessed September 28, 2021, https://spi.or.id/islam-dan-agraria-belajar-dari-
perjuangan-nabi-muhammad-saw/.
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orang yang tidak mempunyai tanah itu termasuk dalam salah-satu cara

memberdayakan masyarakat.
d. Siyasah Pertanian dalam Al-Qur’an

Pertanian mengajarkan bukan hanya mengenai pentingnya
sebuah proses perjuangan tetapi juga perjuangan untuk mencapai
sebuah keberhasilan (mulai dari perencanaan tanam, hingga panen).
Selain itu pertanian juga mengajarkan kepada kita ketawakkalan (sikap

pasrah) pada Allah Sang Maha Pencipta.

Usaha yang perlu manusia upayakan tentu usaha yang benar
dan sungguh-sungguh, kerja keras, cerdas dan ikhlas. Terkadang usaha
sudah sungguh-sungguh tetapi cara yang ditempuh kurang benar maka
hasil yang dicapai tentu kurang maksimal. Kalaupun sudah berusaha
keras dan benar caranya namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan,
misal kena bencana alam banjir, atau ledakan hama, itu semata-mata
kehendak Allah, sikap kita adalah tetap bersyukur ikhlas dengan

ketetapan-Nya itu.*
Dibawah ini beberapa ayat yang berkaitan dengan pertanian:

a) Terdapat dalam QS. Yusuf ayat 43-49

3% “Al-Quran Pun Bicara Pertanian,” accessed September 21, 2021,
https://belajartani.com/al-quran-pun-bicara-pertanian/.
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Artinya: Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari
kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi
betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang
kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir
lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka:
"Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat

mena'birkan mimpi.

4
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Artinya : Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong

dan Kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu."

Artinya : dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua
dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku
akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai)

mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya).”
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Artinya : (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):
"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami
tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh
tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum)
yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada

orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."”

Artinya: Yusuf Dberkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun
(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah

kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

z <8 ’}9//
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Artinya: Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat

sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk
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menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang

kamu simpan.

Artinya: Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya
manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras

anggur."*®

Mimpi raja Mesir itu adalah bagian dari takdir Allah sebagai
sebab yang mengeluarkan Yusuf dari penjara secara terhormat, karena
sang raja setelah bermimpi seperti itu sangat ketakutan serta
keheranan dan menanyakan apa ta birnya. Maka ia mengumpulkan
para cendikiawan, dan pembesar pemerintahannya, serta pejabat di
negara. Kemudian sang raja menceritakan mimpinya, kemudian
menanyakan fa’birnya. Tetapi mereka tidak mengetahuinya, dan
beralasan bahwa itu hanyalah mimpi yang kosong yaitu, mimpi yang
bercampur aduk yang telah terjadi pada mimpi paduka ini, kami tidak
tahu tentang ta 'bir mimpi itu, maksudnya, kalaupun mimpi itu benar,
bukan dari pikiran yang kacau, kami pun tidak mengetahui

penafsirannya.

Pada saat itulah orang yang selamat dan keluar dari penjara

baru teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, karena

*® Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul
‘Ali-ART, 2017), him. 240-241.



32

syaitan membuatnya lupa kepada pesan Yusuf untuk menyebutkan
perkaranya kepada raja, maka ia berkata kepada raja dan orang-orang
yang diundangnya untuk keperluan ini: ana unabbi-ukum bita 'wiilihi
(“Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai
mena’birkannya.”) yakni penafsiran tentang mimpi itu, fa arsiluun
(“Maka utuslah aku kepadanya”), maksudnya utuslah aku kepada

Yusuf as. yang terpercaya itu yang sekarang berada di penjara.

Maka mereka pun mengutusnya ke penjara, dan sesampainya
di sana, ia berkata: yuusufu ayyuhash shiddiiqu aftinaa (“Yusuf, hai
orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami”) selanjutnya
ia menyebutkan mimpi raja, dan pada saat itu Yusuf segera
menyebutkan ta’birnya, tanpa menyalahkan pemuda itu atas
kelalaiannya menyampaikan pesan yang pernah dikatakan kepadanya,
dan tanpa meminta dikeluarkan dari penjara sebagai syarat untuk

mena’birkan mimpi raja itu.

Tetapi Yusuf berkata: tazra'uuna sab’a siniina da-aban
(“Hendaknya kalian bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaiinana
biasa”) maksudnya, akan datang pada kalian kesuburan dan hujan
selama tujuh tahun berturut-turut. Yusuf menafsirkan tujuh ekor sapi
itu dengan tujuh tahun karena sapi itulah yang digunakan untuk
mengolah tanah agar dapat mengeluarkan hasil tanaman yang berupa

bulir-bulir gandum yang hijau. Kemudian, ia memberikan petunjuk
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kepada mereka apa yang harus mereka siapkan pada tahun-tahun itu

seraya berkata:

Famaa hashadtum fadzaruuhu fii sunbulihii illaa galiilam
mimmaa ta’kuluun (“Apa yang kalian tuai (petik) biarkan tetap pada
bulirnya kecuali sedikit yang kalian perlukan untuk makan.”)
maksudnya adalah berapapun hasil dari tanaman kalian pada tujuh
tahun yang subur itu, simpanlah dalam bulir-bulirnya agar lebih awet
dan tidak cepat rusak, kecuali sekedar yang kalian perlukan untuk
makan, dan makan itupun harus dengan hemat, sedikit-sedikit saja,
jangan berlebihan, agar dapat kalian gunakan untuk memenuhi
kebutuhan kalian selama tujuh tahun masa peceklik yang akan datang
setelah musim subur selama tujuh tahun itu, yang dalam mimpi itu
berupa tujuh ekor sapi betina kurus makan tujuh ekor sapi yang
gemuk, karena tahun-tahun paceklik itu akan menghabiskan semua
yang mereka kumpulkan pada tahun-tahun musim subur, yang dalam

mimpi berupa bulir-bulir gandum yang kering.

Yusuf juga memberitahukan bahwa pada tahun-tahun
kekeringan itu bumi tidak menumbuhkan tanaman sama sekali,
kalaupun mereka menanam, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena
itu, ia mengatakan: ya kulna maa gaddamtum lahunna illaa galiilam
mimmaa tuhshinuun (“Yang menghabiskan apa yang kalian simpan
untuk menghadapinya kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian

simpan.”)
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Kemudian Yusuf memberi kabar gembira kepada mereka
bahwa setelah tahun-tahun paceklik yang berturut-turut itu akan
datang tahun di mana manusia mendapat siraman hujan yang cukup
dan tanah pun dapat digarap untuk bercocok tanam dan mereka dapat
memeras, sebagaimana biasa pada masa sebelumnya berupa minyak,

gula dan sejenisnya.

Bahkan, ada sebagian mufassir (ahli tafsir) mengatakan:
“Termasuk susu ternak juga.” *Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari

. . 7
Ibnu ‘Abbas: ya’shiruuna (“Memeras”) yaitu memeras susu ternak.>

b) Terdapat dalam QS. Al-A’raf ayat 58
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Artinya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur
dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-
tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi

tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*®

37 “Tafsir Ibnu Katsir Surah Yusuf Ayat 43-49 | Alqur'anmulia,” accessed September 20,

2021, https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/27/tafsir-ibnu-katsir-surah-yusuf-ayat-43-
49/.

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul
‘Ali-ART, 2017), him. 158.
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Sebagaimana pada ayat al-Qur’an di atas, tanah yang baik
adalah tanah yang menghasilkan tanaman subur, sedang tanah yang
tidak baik menyebabkan tanaman tumbuh layu. Ayat ini menjelaskan
jenis-jenis tanah di muka bumi ini ada yang baik dan subur, bila
dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam
tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah dan ada
pula yang tidak baik, meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun
tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merana dan tidak dapat

menghasilkan apa-apa.

Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan hidupnya
kembali tanah-tanah yang mati, untuk menetapkan kebenaran
terjadinya Yaumal Mahsyar. Yaitu di mana orang-orang mati
dihidupkan kembali dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk menerima
ganjaran bagi segala perbuatannya, yang baik dibalasi berlipat ganda

dan yang buruk dibalasi dengan yang setimpal.

Kalau tanah kering dan mati dapat dihidupkan Allah kembali
dengan menurunkan hujan padanya sedang tanah itu lekang tidak ada
lagi unsur kehidupan padanya, tentulah Allah dapat pula
menghidupkan orang-orang yang telah mati meskipun yang tinggal

hanya tulang-belulang ataupun telah menjadi tanah semuanya.*

** Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Garut : CV. Penerbit Jumanatul
‘Ali-ART, 2017), him. 158.
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e. Siyasah Pertanian dalam Riwayat Hadits
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Artinya: “Barangsiapa yang memiliki kelebihan tanah, hendaklah
ditanaminya atau diberikan kepada saudaranya, jika dia enggan
(menanaminya atau memberikannya), hendaknya membiarkan tanah

tersebut."*

Kebijakan tanah pada masa Nabi dari hadits di atas dijelaskan
bahwa pada masa Nabi kebijakan tentang tanah atau lahan pertanian
diataranya menganjurkan untuk mengolah tanah yang dimiliki
seseorang, kalau orang itu tidak sanggup atau tidak sempat untuk
mengolahnya maka hendaklah memberikan hak pengolaannya kepada
oranglain. Jika dia tidak mau maka hendaklah ia menjaga tanahnya

itu.

Cara untuk menjaga tanah bisa dengan cara menandai tanah
tersebut. Pada masa sekarang dengan perkembangan administrasi
pertanahan semua tanah dapat disahkan melalui proses surat-surat

tanah yang diakui olen Negara. Misalnya Sertifikat Hak Milik,

%0 “Hadits Muslim | Tafsirq.Com,” accessed September 22, 2021,
https://tafsirg.com/hadits/muslim?page=178.
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Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Guna

Bangunan, Sertifikat Tanah Berbentuk Girik.*
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Artinya: “Barang  siapa yang memiliki tanah hendaklah ia
menanamnya atau meminta saudaranya untuk menanamnya dan tidak
menyewakannya dengan upah sepertiga tidak juga seperempat atau

tidak dengan makanan yang semisa/”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang memiliki
tanah hendaklah dia menanam diatas tanah tersebut namun jika dia
tidak menanamnya maka meminta saudara nya untuk menanamnya
supaya tanah tersebut tetap diolah dan tidak dibiarkan kosong begitu
saja. Dan tidak diperbolehkan menyewakannya dengan upah sepertiga
dan seperempat dan juga tidak dengan makanan yang semisal karena
itu sama saja dengan memberatkan si penyewa lahan. Karena belum
tentu lahan tersebut berhasil seperti yang diharapkan oleh si penyewa

lahan.

1 “penting! Ketahui 5 Jenis Sertifikat Tanah Sebelum Membeli Lahan | Rumah123.Com,”
accessed September 25, 2021, https://www.rumah123.com.
“2 Abu Dawud, “Sunan Abu Dawud,” in 3, n.d., 269, www.temawy.com.
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Artinya: “Barang siapa Yyang memiliki tanah (lahan) kemudian ia

’

ingin menjualnya hendaklah ia menawarkan kepada tetangganya.’

Kebijakan tanah pada masa Nabi dari hadits di atas dijelaskan
bahwa bahwa jika ingin menjual tanah maka tawarkanlah terlebih
dahulu kepada tetangga. Hal ini memiliki tujuan untuk menyenangkan
hati tetangga, apabila tidak melakukan atau melalaikan hal tersebut

sama saja dengan kita membuka pintu pertentangan,

Sebagai seorang Muslim sudah menjadi keharusan untuk
memperhatikan keadaan tetangga, jika tetangga membutuhkan atau
memerlukan bantuan maka hendaklah menolongnya. Hal itu
merupakan hak seorang Muslim kepada saudaranya. Sesungguhnya
hak tetangga itu lebih besar dari segalanya, ungkapan Syekh Sayyid

Nada.**

*3 Muhammad Bin Yazid Al-quzwaini, “Sunan lbnu Majah,” in 2, n.d., 833.

4 «Adab Bertetangga | Republika Online,” accessed September 26, 2021,
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/11/01/phicki313-adab-
bertetangga-part1.
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Artinya: “Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah ia
menanaminya atau meminta orang lain untuk menanaminya

atau memegang (menandainya)”.

Maksud dari hadits diatas adalah kalau kita memiliki tanah
maka hendaklah menanami sesuatu diatas tanah tersebut atau jika tidak
menanaminya atau tidak memiliki waktu untuk menggarapnya maka
mintalah oranglain untuk menanaminya atau menggarap tanah tersebut,
dengan begitu juga sudah membantu oranglain. Karena sebaik-baiknya

orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.

Agama Islam tidak menyukai bahwa di kosongkannya lahan
pertanian karena hal itu berarti menghilangkan nikmat dan membuang-
buang harta. Rasulullah SAW juga melarang keras seseorang menyia-
nyiakan harta. Oleh sebab itu orang yang memiliki tanah bisa
memanfaat tanahnya tersebut dengan berbagai cara, seperti bisa diurus
sendiri dengan ditanami berbagai macam tumbuhan kemudian
dipelihara sampai dapat diambil hasilnya, dan misalnya pemilik tanah
tidak mau menggarap tanahnya atau tidak ada waktu untuk itu atau

tidak bisa mengurus sendiri maka dipinjamkan tanah tersebut kepada

45 Ahmad bin Su’aib Al and Nasa’i, “Sunan Nasai,” in 7, 1986, 37.
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orang yang punya keahlian untuk mengurusnya dengan memberikan

bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah tersebut.

Siyasah Pertanian Pada Masa Khalifah-Khalifah

1) Pada Masa Khalifah Umar bin Khatab

Dikisahkan dalam sejarah, setelah Irak berhasil diduduki,
tentara Islam meminta panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqgas
untuk membagi tanah dan barang-barang yang telah mereka
rampas. Begitu pula ketika tentara Islam berhasil menguasai
wilayah Syam, mereka meminta panglima mereka Abu Ubaidah
bin al-Jarrah untuk membagi wilayah tersebut. Begitu juga di
Mesir, ketika tentara Islam berhasil membebaskannya dari
cengkeraman kekaisaran Romawi, Zubair ibn Awwam wakil
tentara meminta 'Amr ibn al-'/Ash untuk membagi tanah yang
dikuasainya kepada pasukan yang ikut berperang. Ternyata tidak
ada satu pun panglima yang berani mengambil keputusan sampai
mereka membawa masalah itu kepada amir al-mu'minin Umar Ibn
al-Khatab. Dari sinilah awal mula yang cukup menegangkan.
Menarik untuk dikaji sebelum memberikan keputusannya, Umar

terlebih dahulu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah.

Ternyata Umar bin Khatab memutuskan untuk tidak
membagikan tanah-tanah yang telah ditaklukkannya. Tanah-tanah

tersebut tetap dikelola oleh pemiliknya semula, hanya saja mereka



41

diwajibkan membayar jizyah (bagi yang menolak untuk masuk
Islam) dan membayar kharaj untuk tanah yang dikelolanya

tersebut.

Menurut ‘Abd al-Rahman Taj, dalam kasus ini Umar
memutuskan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan
umum. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Umar sendiri
sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Umar berkata: “Kalaulah
aku tidak memikirkan generasi Muslim yang belakangan, tidaklah
aku menaklukkan sebuah wilayah (kampung) kecuali aku akan
membagi-bagikan rampasan perang tersebut sebagaimana yang

telah dilakukan oleh Rasulullah pada tanah Khaibar.”

Menurut Muhammad Musa Thamawi, Umar membangun
dasar ijtihadnya dalam menjaga dan mempertahankan tiga bentuk
kemaslahatan. Pertama, mencegah terjadinya penumpukan harta
(tanah pertanian) pada segelintir orang. Kedua, kharaj (pajak) bumi
tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan negara dan jihad
fi sabilillah. Ketiga, kalaulah harta itu dibagikan, maka tidak ada
lagi yang dapat diberikan kepada orang-orang lemah, anak yatim
dan orang miskin. Tampaknya pada kasus harta rampasan perang

ini, ijtihad Umar didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang
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bentuknya lebih konkrit pada perwujudan keadilan social ekonomi

di kalangan masyarakat muslim.*®
2) Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Umar sangat prihatin dengan nasib para petani dan
berusaha untuk menyingkirkan penderitaan itu. Pernah suatu
kali pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik
seorang petani, lalu mereka merusak ladang tersebut, maka
ketika petani tersebut mengadukan perbuatan mereka, Umar
memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai

ganti rugi.

Umar tidak segan-segan memberikan pinjaman kepada
petani tanpa bunga. Perhatian Umar ini dapat dilihat dalam

surat yang ditulis kepada pejabatnya,

“lihatlah orang yang berkewajiban untuk membayar jizyah
namun ia tidak mampu untuk mengelola lahannya, maka
pinjamkanlah sejumlah uang agar ia dapat kembali mampu
bekerja di ladangnya, karena kita tidak membutuhkan uang

dari sana (Iraq) setahun atau dua tahun ini.”

Umar bin Abdul Aziz mendorong masyarakaut untuk

membuka lahan baru dan mengupgrade lahan yang sudah ada

% Azhari Akmal Tarigan, “/ Umar Ibn Al-Khaththab Dan Siyasah Syar’iyyah,” MIQOT XXXII,
no. 1 (2008): 67-87, https://media.neliti.com.
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untuk dijadikan lahan pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam

surat beliau yang ditujukan kepada pejabatnya di Kufah :

“janganlah kamu samakan antara petani yang yang bercocok
tanam di tanah yang subur dengan petani yang bercocok
tanam di tanah yang rusak, curahkanlah perhatianmu kepada
petani yang tanahnya tidak subur, jangan paksa mereka, dan
ambillah dari mereka berapapun yang mereka mampu. Lalu
perbaikilah tanah mereka hingga menjadi tanah yang subur,
sementara untuk para petani yang tanahnay subur, janganlah
kamu ambil darinya kecuali khiraj, dan perlakukanlah mereka

dengan lembut dan penuh perhatian.”

Umar juga pernah menuliskan, barang siapa yang
menemukan sumber air di tanah yang tidak berpenghuni, maka

ia berhak untuk memiliki tanah tersebut.

Dan diriwayatkan dari Hakim bin Zuraig, ia berkata,
“Aku pernah membaca surat surat dari Umar bin Abdul Aziz

kepada ayahku.” ia berkata,

“Barang siapa yang membuka lahan baru dengan membangun
rumah atau untuk pertanian, atau membuka sebagian lahan
yang ditemukannya saja, selama tanah itu bukan menjadi milik

mereka karena dibeli dari uang mereka, maka bantulah mereka
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untuk menghidupkan lahan itu, baik itu membantunya untuk

bertani ataupun membantnya untuk membangun rumah.”
3) Pada Masa Utsman bin Affan RA

Utsman bin Affan RA juga memberikan kapling tanah
kepada kaum muslimin untuk dikelola, sehingga dapat
meningkatkan perekonomian mereka. Pemberian Utsman bin Affan
ra kepada lima sahabat Nabi, yaitu az-Zubair ra, Saad ra, Ibnu
Mas'ud ra, Usamah bin Zaid ra, dan Khabbab binul Aratt ra. Selain
itu, Abu Ubaid juga mengatakan bahwa Utsman bin Affan ra juga
telah mengkaplingkankan sebagian tanah di Basra (saat itu tanah di
Basrah masih berupa hutan dan semak belukar) kepada Utsman bin

Abul Ash ra, untuk dikelola.*’
B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan
dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaaan dengan
peneltian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-

hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :
1. Hasil penelitian Inkha Maylalang Syahputri (2020)

Penelitian Inkha Maylalang Syahputri (2020), berjudul

“Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Jenis

¥ Gita Anggraini, Islam dan Agraria, (Yogyakarta : STPN Press, 2016), him. 30-31.
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Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif eksploratif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan
Dana Desa dalam Prespektif Magasyid Syariah di Desa Grogol,
Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hasil
penelitian menujukan bahwa pemerintah desa telah melakukan
berbagai upaya dan kebijakan untuk mendorong pengembangan
kehidupan masyarakat, dengan realisasi pengangaran Rancangan

Anggaran Desa.*

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah kesamaan
dalam objek penelitian yaitu sama-sama penelitian tentang desa dan
juga terdapat beberapa persamaan dalam subjek penelitian seperti
wawancara dengan kepala desa dan kaur desa. Perbedaan penelitian
Inkha Maylalang Syahputri dengan penelitian penulis adalah penelitian
ini fokus kepada penggunaan dana desa sedangkan penelitian penulis
lebih memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat dalam bidang

pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Hasil penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis (2019)

Penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis (2019),
berjudul “ Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri

*8 |nkha Maylalang Syahputri, “PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PRESPEKTIF
MAQASHID SYARIAH,” JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI) 6, no. 2 (July 12, 2021): 83-97,
https://doi.org/10.29407/JAE.V612.16079.
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Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat
di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah
Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa PPL secara umum sudah dikategorikan
dilaksanakan dengan optimal, artinya bahwa Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL sudah sesuai dengan yang

diharapkan.*®

Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah kesamaan
dalam objek penelitian yaitu sama-sama penelitian tentang desa dan
tentang Pemberdayaan Masyarakat bidang Pertanian. Perbedaan
penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis dengan penelitian
penulis adalah perbedaan lokasi penelitian dan juga perbedaan subjek
penelitian yang mana subjek penelitian penulis adalah pengurus LPM,
Kepa Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, dan petani. Sedangkan subjek
penelitian Engkus Kusmana dan Regi Refian Garis adalah anggota

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

49 Engkus Kusmana and Regi Refian Garis, “Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian
Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan ( PPL ) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku
Kabupaten Ciamis,” Jurnal Moderat 5, no. 4 (2019): 460-73.
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3. Hasil penelitian Neti Sunarti (2019)

Penelitian Neti Sunarti (2019), berjudul “Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Bidang Pertanian Oleh Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten
Pangandaran”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat
dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di
Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang
menyatakan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan

kurang baik sebesar 60%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis
lakukan adalah dalam hal objek penelitian dan perbedaannya mengeni
lokasi penelitian dan dalam penelitian ini hanya membahas tentang
pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh LPM tetapi
tidak membahas bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap

pemberdayaan masyarakat bidag peningkatan produksi tani.

*® NETI SUNARTI, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR
KABUPATEN PANGANDARAN,” Moderat: Jurnal llmiah lImu Pemerintahan 2, no. 3 (October 6,
2019): 773-83, https://doi.org/10.25147/MODERAT.V213.2750.
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METODOLOGI PENELITIAN
A. Metodologi Penelitian
Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka
memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap
tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan
metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis Penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (field
reseach) yang langsung dilaksanakan di lapangan.
Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif
Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan,
fenomena,variabel Desa Lubuk Bigau dan keadaan yang terjadi saat
penelitian berlangsung.
2. Lokasi Penelitian
Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan  yang
berlokasi di Desa Lubuk Bigau Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar.
Sebagai pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai lokasi
penelitian karena dekat dengan tempat tinggal penulis dan juga
memudahkan akses bagi penulis untuk mendapatkan informasi

mengenai penelitian yang akan penulis lakukan.

48
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3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kepala Desa, Sekretaris
Desa, , Kasi, dan Kaur serta Petani Desa Lubuk Bigau.

Sedangkan objek penelitian ini adalah Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau
Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu
subjek dan objek yang akan diteliti.>* Populasi dalam penelitian ini
adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
terdiri dari 13 orang, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2
orang Kasi, 2 orang Kaur, dan 85 orang petani, yang jika dihitung
jumlah keseluruhannya ialah 104 orang.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan
yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Sampel dari
penelitian ini adalah 2 orang pengurus Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang
Kasi, 2 orang Kaur, dan 2 orang petani, yang jika dihitung
keseluruhannya adalah 9 orang. Maka metode pengambilan sampel

yang digunakan ialah purposive sampling, yaitu suatu metode

*! Jrwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004),

him. 57.
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menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu

yang bertuuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih

representatif.

5. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung

dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti
atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu
kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian
langsung yang didapat melalui observasi dan wawancara dengan
para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kasi serta Kaur Desa Lubuk Bigau
mengenai  Pemberdayaan Masyarakat Bidang Peningkatan
Produksi Tani Desa Lubuk Bigau Tahun 2020 Berdasarkan Pasal 1
Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian hasil
observasi dan wawancara tersebut penulis olah sedemikian rupa
sehingga menghasilkan data olahan deskriptif.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari data pendukung berupa laporan

kegiatan, dokumentasi dan data yang berkaitan lainnya dari

informan yang penulis temui, yang bersumber juga dari buku-buku,
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jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan
dengan judul skripsi.*?
6. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh
melalui cara dan tahapan sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Metode Observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang
dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber data Desa
Lubuk Bigau serta mengamati faktor-faktor penghambat dan
pendukung dalam pemberdayaan masyarakat bidang peningkatan
produksi tani.
b. Metode Wawancara
Metode wawancara yaitu proses memperoleh informasi
tentang hal-hal yang tidak dapat diproleh lewat pengamatan.
Ada tiga cara untuk melakukan interview :
1. Melalui percakapan informal (interview bebas).
2. Menggunakan pedoman wawancara
3. Menggunakan pedoman buku®
c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai

hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkip, buku-

> Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung : Sinar Baru, 1991), him.
132.

>* Burhan Ashshofa,Metode penelitian hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), him. 58-59.
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buku, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode
dokumentasi penulis melakukan dengan cara mengambil data
tentang aktivitas pada Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk Bigau yang dilaksanakan
oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan faktor-faktor
pendukung maupun penghambat nya. >
7. Analisis Data
Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis
kualitatif yaitu menggunakan teknik berpikir, melalui metode yang
bersifat deskriptif analisis, yaitu “menguraikan gambaran dari data
yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan
suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui
serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam
mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta
yang bersifat khusus.
8. Metode Penulisan
Setelah  data-data tersebut ditelaah untuk menjawab
permasalahan-permasalahan  dalam penelitian ini kemudian data
tersebut disusun dengan metode penulisan sebagai berikut :

a. Metode Induktif

** Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta : PPM,
2014), him. 41.
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Yaitu Mengambil data yang dianggap berkenaan dengan
masalah yang diteliti, dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang
bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

Yaitu Menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya
dengan masalah yang penulis teliti, kemudian di analisis dan
ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu dengan cara menggambarkan atau mengumpulkan
data dan keterangan kemudian dianalisa sehingga tersusun
sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian masalah ini.

B. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini

penulis kelompokkan dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB | : PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang
Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB I1 : KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka

teoretis dan penelitian terdahulu.



BAB IlI

BAB IV

BAB V
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: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan
sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan
objek penelitian, populasi dan sampel, sumber
data, metode pengumpulan data, dan analisa data.
“PELAKSANAANPEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG PENINGKATAN
PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU
TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1
AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA
NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”.

Dalam bab ini dipaparkan hasil dari penelitian
yang telah dilakukan serta pembahasannya yang
berkaitan tentang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Peningkatan Produksi Tani Desa Lubuk
Bigau, apa saja hambatannya serta tinjauan Figh
Siyasah tentang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Peningkatan Produksi Tani.

: PENUTUP

Dalam bab ini tentang uraian hasil penelitian
secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk

kesimpulan dan saran-saran yang berdasarkan
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dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-

bab sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

..u. : A.D__mqmzoz,_m:wc%mmcm@_m:mﬁmcmm_cE:memE:mSzm:UmBm:om:EBrm:am_,_Bm:,\occﬁxm:mcﬁzvmn
ff ._Mf a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

q\.l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan
memberikan saran yang mungkin dapat diterima dan berguna bagi Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemerintah Desa Lubuk Bigau.

1. Tidak adanya pelatihan Life Skill yang di lakukan LPM kepada masyarakat
desa Lubuk Bigau dalam bidang peningkatan produksi tani disebabkan
karena program kerja LPM dan Pemerintah desa pada tahun 2020 mengenai
jangka panjang seperti kopi hanya terfokus bagaimana penanamannya dan
kenapa tidak dilakukan penyuluhan tentang cara penanaman karena itu
masyarakat sudah tidak awam lagi mengenai hal itu dan sudah ada
masyarakat sebelumnya menanam bibit kopi maka, bagi pemerintah desa
dan LPM tidak perlu adanya penyuluhan tentang hal itu dan mungkin bisa
saja ada penyuluhan nanti setelah memasuki masa panen. Dan seperti
program jangka pendek pada tahun 2020 yaitu cabe dan terong kenapa
tidak dilakukan penyuluhan karena masyarakat sudah tidak awam lagi
mengenai hal itu. Dan juga untuk melakukan atau mengadakan sekolah
lapangan pertanian belum ada karena masyarakat desa Lubuk Bigau sibuk
untuk mencari nafkah sehingga susah untuk mengumpulkannya ditambah
lagi mengenai masalah dana tentunya juga membutuhkan dana lagi dan

untuk dana pemberdayaan masyarakat saat ini hanya sampai pada tahap

101
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pembibitan dan pembagian bibit kepada masyarakat. Selain itu pada tahun
2020 fokusnya kepada pembangunan infrastruktur jalan, karena faktor jalan
juga sangat menentukan kemajuan ekonomi para petani di desa.
Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12
kegiatan yang dilakukan oleh LPM telah sesuai malaupun dalam
pelaksanaannya belum maksimal dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kegiatan yg dilakukan LPM dalam jangka pendek seperti bibit
cabe dan terong sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hasilnya
walaupun hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari bukan
untuk dipasarkan ke luar desa. Kegiatan yang dilakukan LPM dalam jangka
panjang yaitu bibit Kopi Ateng sekarang masih dalam tahap penanaman
dan perawatan belum sampai ke tahap produksi. Dan dalam segi
pengetahuan masyarakat sudah dianggap memiliki pengetahuan yang
cukup untuk penanaman bibit yang dibagikan oleh LPM dan Pemerintah
Desa.

. Tinjauan Siyasah Syar’iyyah (Figh Siyasah) bahwa kedudukan LPM yang
mana didalam Figh Siyasah dalam konsep kekuasaan merupakan termasuk
kepada kekuasaan legislatif atau al-sulthah al-tasyri’iyah yang mana
merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas siyasah syar’iyyah
untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam
masyarakat Islam demi kemasalahatan umat Islam sesuai dengan semangat
ajaran Islam. Berdasarkan program pemberdayaan masyarakat bidang

peningkatan produksi tani yang sudah terlaksana oleh LPM tahun 2020
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dalam siyasah syari’iyyah (Figh Siyasah) sudah memberikan kemaslahatan
kepada masyarakat yang mana program tersebut juga berdasarkan aspirasi
dan keinginan masyarakat.
B. Saran
Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada pihak

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Lubuk Bigau terkait

dengan masalah ini.

1. Pada perencanaan pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat
perlu ditambah bukan hanya sekedar pengadaan bibit tetapi juga seperti
kegiatan penyuluhan dan sekolah lapangan pertanian, pelatihan life skill
juga penting diadakan supaya petani dapat semakin menambah ilmu
pengetahuan dan juga untuk peningkatan life skill yang dimiliki petani
dan supaya dapat berpikir lebih kreatif lagi.

2. Mengenai pembibingan yang dilakukan LPM kepada masyarakat untuk
lebih ditingkatkan lagi selama ini hanya dilakukan informal saja dan itu
juga masih jarang dilakukan.

3. Untuk dapat mempertahankan kerjasama yang baik antara masyarakat dan
LPM. Karena aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program
pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen untuk

membangundesa.
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DAFTAR WAWANCARA

Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di desa lubuk bigau dalam
bidang peningkatan produksi tani ?

Bagaimana Ipm dalam mengupayakan kemandirian masyarakat ?

. Apa saja program untuk kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat
dalam bidang pertanian dan apa saja kendala dalam pelaksanaan program
tersebut ?

. Seperti pembibitan tahun 2020 kenapa masyarakat ada yg tidak menanamnya
itukan termasuk kendala dan apa penyebabnya ? berrti program itu blm
sepenuhnya berjalan. Karena kan dari awal bibit sampai hasil harus dipantau
tidak dibiarkan begitu saja. Apa kendala disitu ?

Bagaimana cara memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian ? ada
bantuan ? bantuan dalam bentuk apa? Bantuan modal ada ?

Bagaimana upaya Ipm dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam
bidang pertanian ?

. Adakah program untuk membina keterampilan masyarakat dalam bidang
pertanian ? seperti sekolah sekolah lapangan pertanian (yang sebenarnya
sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usaha
taninya). Apa kendala kenapa tidak dibuat atau dimasukkan ke program kerja
Ipm?

. Adakah upaya untuk membina perilaku masyarakat dalam bidang pertanian ?
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Adakah program yang dibuat untuk meningkatkan sumber daya manusia

dalam bidang peningkatan produksi tani ?

Adakah program untuk meningkatkan hardskill petani dalam bidang
pertanian?
Adakah program untuk meningkatkan softkill petani dalam bidang pertanian ?

Adakah program pendampingan yang dilakukan lpm kepada masyarakat
dalam bidang pertanian ?

Bagaimana Ipm menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ? cara
masyarakat menyalurkan aspirasinya itu bagaimana, melalui apa dan
disampaikan kemana ?

Musrenbagdes dilakukan berapa kali dalam sebulan ? siapa saja yang
menghadiri dan pembahasannya tentang apa saja?

Bagaimana sistem kerja Ipm di desa ini ?

LPM ikut andil dalam pelaksanaan program bersama masyarakat atau Cuma
memantau atau mengawasi saja ?

Karena dengan banyaknya program yang blm tercapai. Bagaimana dalam

pencapaian program bidang pertanian?

Adakah program swadaya masyarakat ?

Permasalaahan permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanian hingga
saat ini ?

Ada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu memasarkan

hasil produksi tani nya ?
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21. Apakah diajarkan atau tidak mengenai teknik penanaman tanaman atau teknik
bertani yang baik dan benar, bagaimana cara medapatkan modal, sampai
pemasarannya ?

22. Seberapa sering Ipm melakukan bimbingan kepada masyarakat dalam bidang
peningkatan produksi tani. Ada atau tidak ada ? bimbingannya itu seperti apa
ya? hambatannya apa ?

23. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dilapangan masih kurangnya
penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu memasarkan hasil

produksinya. Bagaimana pendapat bapak tentang hal itu ?
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DAFTAR OBSERVASI

Mengamati kegiatan-kegiatan petani yang berhubungan dengan program
kerja LPM desa Lubuk Bigau tahun 2020.

Mengamati kegiatan di kelompok tani desa Lubuk Bigau.

Mengamati kegiatan-kegiatan yang di lakukan LPM dalam bidang
peningkatan produksi tani desa Lubuk Bigau.

Mengamati kegiatan yang di lakukan LPM dalam meningkatkan sikap,

pengetahuan, keterampilan petani desa Lubuk Bigau.



119

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN

1. Dokumentasi foto bersama Ketua LPM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini da

am bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



120

2. Dokumentasi foto bersama Kaur keuangan
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3. Dokumentasi foto bersama Kaur umum dan perencanaan
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5. Dokumentasi foto depan kantor desa Lubuk Bigau
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7. Dokumentasi foto bibit kopi
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